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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1. Suatu unit usaha dikatakan sebagai perusahaan apabila unit usaha 

tersebut memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam perusahaan. 

Bentuk usaha dari suatu perusahaan diatur dalam Undang-Undang baik 

yang bersifat perseorangan, persekutuan atau badan hukum. Kegiatan 

usaha suatu perusahaan terbagi menjadi berbagai jenis, yakni kegiatan 

usaha di bidang perindustrian, perdagangan, perjasaan, dan keuangan 

dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Selain itu 

menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan definisi perusahaan adalah setiap badan usaha 

yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, milik perseorangan, 

milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta atau 

milik negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau 

imbalan dalam bentuk lain. Pedagang Kaki Lima dapat dikatakan 

sebagai perusahaan apabila bentuk usaha dan kegiatan usaha Pedagang 

Kaki Lima termasuk ke dalam bentuk usaha dan kegiatan usaha yang 

ada dalam perusahaan, serta mempekerjakan pekerja dengan membayar 

upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pedagang Kaki Lima yang 

memiliki bentuk usaha perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, 

serta memiliki kegiatan usaha di bidang perindustrian, perdagangan, 

perjasaan, dan keuangan dengan tujuan memperoleh keuntungan serta 

mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dengan 

bentuk lain yang dapat dikatakan sebagai perusahaan. Setelah 

mengetahui bahwa suatu Pedagang Kaki Lima adalah perusahaan, 

maka dapat disimpulkan bahwa orang perseorangan, persekutuan, atau 

badan hukum yang menjalankan Pedagang Kaki Lima tersebut dapat 

dikatakan sebagai pengusaha sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-

Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang 
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mengatakan bahwa orang perseorangan, persekutuan, atau badan 

hukum yang menjalankan suatu perusahaan adalah pengusaha. 

 

2. Dalam menentukan kedudukan pelaku usaha Pedagang Kaki Lima “X”, 

hal yang harus diperhatikan adalah bentuk usaha serta kegiatan usaha 

dari Pedagang Kaki Lima “X. Bentuk usaha dari Pedagang Kaki Lima 

“X” ini adalah usaha perseorangan dengan mempekerjakan pekerja 

dalam memberikan upah. Kegiatan usaha yang dilakukan unit usaha 

Pedagang Kaki Lima “X” termasuk dalam bidang perdagangan, yakni 

berjualan ayam goreng. Unit usaha Pedagang Kaki Lima berjualan 

ayam goreng dilakukan secara terus menerus dan bertujuan 

memperoleh keuntungan. Bentuk usaha dan kegiatan usaha Pedagang 

Kaki Lima “X” memenuhi unsur dari perusahaan dan kriteria definisi 

perusahaan menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-

Undang Nomor 13 tahun 2003 orang perseorangan, persekutuan, atau 

badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri adalah 

pengusaha. Maka, kedudukan pelaku usaha Pedagang Kaki Lima “X” 

di mata hukum adalah seorang pengusaha dalam Undang-Undang 

Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan 

kesimpulan tersebut, pengusaha Pedagang Kaki Lima “X” 

berkewajiban untuk mengikuti seluruh ketentuan yang ada pada 

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

 

3. Pengusaha Pedagang Kaki Lima “X” harus mengikuti seluruh 

ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan. Salah satu kewajibannya adalah pengusaha 

yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) pekerja wajib 

membuat Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan Pasal 108 

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketanagakerjaan. 

Pengusaha Pedagang Kaki Lima “X” saat ini memiliki 30 (tiga puluh) 
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pekerja. Maka pengusaha Pedagang Kaki Lima “X” diwajibkan untuk 

membuat Peraturan Perusahaan. Akan tetapi dalam kenyataannya, 

pengusaha Pedagang Kaki Lima “X” tidak mengetahui adanya 

kewajiban untuk membuat Peraturan Perusahaan, karena tidak adanya 

sosialisasi dari pemerintah kepada pengusaha Pedagang Kaki Lima 

“X”, sehingga pengusaha Pedagang Kaki Lima “X tidak membuat 

Peraturan Perusahaan. Disamping tidak diketahuinya kewajiban 

tentang membuat Peraturan Perusahaan, pengusaha Pedagang Kaki 

Lima “X” tidak ada upaya untuk memenuhi hak pekerja yang ada dalam 

ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 

Ketanagakerjaan seperti jam kerja, istirahat dan cuti, upah, tunjangan 

hari raya, dan jaminan sosial. Dengan tidak dibuatnya Peraturan 

Perusahaan, pengusaha Pedagang Kaki Lima “X” menjadi tidak 

mengikuti pula kewajiban yang ada dalam ketentuan Undang-Undang 

Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hal ini berakibat tidak 

dipenuhinya hak-hak pekerja yang seharusnya dicantumkan dalam 

Peraturan Perusahaan. Akibat hukum pengusaha Pedagang Kaki Lima 

“X” dengan tidak membuat Peraturan Perusahaan, melanggar ketentuan 

Pasal 108 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan dan dapat dikenakan sanksi pidana denda paling 

sedikit Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 188 

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta 

ketentuan-ketentuan lain dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan yang berdampak pada tidak dipenuhinya hak-

hak pekerja. 
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5.2 Saran 

1. Agar kedudukan suatu pelaku usaha Pedagang Kaki Lima dapat 

dikategorikan dengan baik, maka pemerintah Indonesia harus 

memperbaharui definisi Pedagang Kaki Lima yang ada pada Peraturan 

Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan 

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Peraturan Presiden tersebut tidak 

menjelaskan bagaimana akibat hukumnya jika suatu Pedagang Kaki 

Lima yang ada dalam kehidupan sehari-hari tidak sesuai definisinya 

sebagai Pedagang Kaki Lima yang ada pada Peraturan Presiden 

tersebut. Serta, pemerintah Indonesia harus membuat regulasi tentang 

perusahaan secara luas yang menjelaskan tentang jenis-jenis dari suatu 

unit usaha yang dapat dikatakan sebagai perusahaan dan regulasi-

regulasi turunannya yang menjelaskan secara rinci dari setiap jenis-

jenis perusahaan tersebut. Dengan dibuatnya regulasi-regulasi tersebut, 

akan membuat pengelompokan sebuah unit usaha sebagai perusahaan 

menjadi lebih mudah, serta hak dan kewajiban dari pelaku usaha yang 

menjalankan perusahaannya menjadi lebih jelas. 

 

2. Pengusaha Pedagang Kaki Lima “X” melanggar ketentuan Pasal 108 

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

dilakukan atas ketidaktahuan tentang pengetahuan hukum di Indonesia. 

Pengusaha yang tidak mengerti hukum diakibatkan oleh pemerintahan 

yang tidak melakukan sosialisasi dengan baik dan merata. Dalam hal 

ini Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah perlu 

mengembangkan produk UKM yang telah ada. Seharusnya, diadakan 

satu program sosialisasi dan penampungan aspirasi. Dengan tujuan 

untuk mensosialisasikan produk hukum dan menampung aspirasi dari 

pengusaha kecil dan menengah. Cara mempromosikan program 

tersebut tidak semata-mata hanya dipromosikan melalui media 

teknologi informasi (IT), harus ada promosi langsung ke lapangan. 
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Untuk menarik minat pengusaha kecil dan pengusaha menengah ikut 

serta dalam program tersebut, pemerintah juga harus memberikan 

timbal balik secara nyata kepada pengusaha tersebut. Salah satu timbal 

baliknya adalah memberikan apa yang pengusaha kecil dan menengah 

ingin dari pihak pemerintah, misalnya untuk para pengusaha kecil dan 

menengah yang ikut serta dalam program sosialisasi dan menampung 

aspirasi akan dibuatkan iklan untuk mempromosikan usahanya di situs 

resmi pemerintah, atau diberikan bantuan finansial untuk kemajuan 

usahanya dan sebagainya. Agar lebih pasti mengetahui apa keinginan 

pengusaha kecil dan menengah untuk dijadikan timbal balik atas 

keikutsertaannya, harus dilakukan dengan cara survey langsung yang 

dilakukan pihak pemerintah kepada pengusaha kecil dan menengah. 

Dengan menyerap aspirasi langsung dari pengusaha kecil dan 

menengah, pada saat program sosialisasi diadakan, besar kemungkinan 

para pengusaha kecil dan menengah ini mengikuti program sosialisasi 

tersebut. Setelah program sosialisasi dan penampungan aspirasi 

tersebut berjalan dengan baik dan meningkatkan minat pengusaha kecil 

dan menengah agar patuh terhadap hukum, selanjutnya pemerintah 

mengadakan program pelatihan kewirausahaan untuk para pengusaha 

kecil dan menengah untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan dari 

pengusaha-pengusaha tersebut. Dengan adanya program sosialisasi dan 

aspirasi serta pelatihan kewirausahaan, pemerintah juga diharapkan 

mampu untuk menampung kebutuhan pengusaha kecil dan menengah 

yang masih belum mampu mematuhi ketentuan dalam peraturan 

perundang-undangan dengan membuat regulasi pada tingkat Peraturan 

Daerah tentang ketenagakerjaan untuk perusahaan kecil dan menengah. 

 

3. Pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha Pedagang Kaki Lima “X” 

juga diakibatkan oleh penegakan hukum yang buruk. Karena pengusaha 

Pedagang Kaki Lima “X” diketahui memiliki 10 (sepuluh) pekerja pada 

tahun 2007 dan tidak ada penindakan atas pelanggaran tidak dibuatnya 
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Peraturan Perusahan. Dalam hal buruknya penegakan hukum pada 

bidang ketenagakerjaan ini diakibatkan oleh kurangnya sumber daya 

manusia. Penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran di bidang 

ketenagakerjaan dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan. Pengawas 

Ketenagakerjaan hanya terdapat pada Dinas Tenaga Kerja pada tingkat 

provinsi. Hal ini yang menurut penulis menjadi faktor utama kurangnya 

sumber daya manusia pada bidang Pengawas Ketenagakerjaan. 

Seharusnya bagian Pengawas Ketenagakerjaan tidak hanya ada pada 

Dinas Tenaga Kerja Provinsi, akan tetapi harus ada juga bagian 

Pengawas Ketenagakerjaan untuk Dinas Tenaga Kerja pada tingkat 

Kabupaten/Kota. Dengan mencukupinya Pengawas Ketenagakerjaan di 

Dinas Tenaga Kerja pada tingkat Kabupaten/Kota, diharapkan dapat 

menjangkau unit usaha kecil dan menengah serta meminimalisir 

pelanggaran-pelanggaran yang terjadi oleh kesewenang-wenangan 

pengusaha dan dapat lebih mensejahterakan pekerja di seluruh 

Indonesia. 
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